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Penduhuluan

Pelaksanasn urusan wajib oleh
Pemerintah Dacerah harus memenuhi
kebutuhan dasar masyarakamya, untuk
itulah Pemerintah pusat sebagai Fasilitator
penyelengparaan  otonomi  Daerah
menetapkan sualu standar pelayanan
(Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11)
vang harua dilaksanakan olch sctiap
Pemerimah Daerah, vaitu SPM (Standar
Pelavanan Minimal), agar pelavanan vang
diberikan kepada masyarakat terjamin
jumlah dan kualitas minimalnya serta tepat
guna, Denpan adanya SPM akan teradi
pemeratarn pelayanan publik dan terhimadar
dar kesenmjangan pelayanan antar Dacrah.,

Dalam hal yang herkaitan dengan
kinerju anggaran, Pemerintah Daerah harus
menyuam APED berdasarkan SPM vang
telah ditetapkan oleh Pemenntah pusat.
Kinerja yang dimoksod dalam SPM ini adalah
larged-larget yemg memupakan talak ukur yaog
diletupkan sebagai indikator keberhasilan
sustn kogiatan. Indikator keberhasilom dan
target-target {indicalor owput, outcome,
Denefil, impacty yong ada dalam SPM akan
digunakun unluk menclapkan margei-tanget
kepiatan dan menghitung ASE (Analisis
standar Biaya) serta menghitutp rencana
anggaran keglatan, Program dan rencana
kxepriatan, termasuk tolak ukor kineranya yang
merupakan pelaksanaan dar unisan wajib,
selanjuinys ditvanekan dalam rencana kinerja
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instansi teckait, Dengan kata lain, program,
kegiatun, indikator keberhasilan, iargetitolak
vkur kinerja, ASHE dan rencang anpgacan
kegiatan yang termang dalam Renstra/Renja
dalam rangka melaksanakan urusan wagib,
ditetapken berdasarkan SPM (Deputi IV
BPKP, 2005),

Fenyusunan anggaran tidak bisa
dilepaskan dari karakteristil suatu daerah
unituk dijadikon sebagai dasar pertimbangan
dalam pengalokasian angearan. Dalam hal
ini sejak penyusunan AFBD Tuhun
Anggaman 2007 hams heroricntasi pada
angparan berbasis Kinerja atau prestasi kerja
yuitu sustu pendekatan pengunpEan yang
menputamakan keluaran'hasil don kepatan
progrem  yang akan atan o delah  dicepa
schubungan dengan penggunaan anggaran
dongan kuantitas dan kualitas yang terakur,
Dalaim hal ini, setiap dana vang
disngiarikcan unluk melaksanakon progron”
kegiatan harns  terukur secara jelas
indikator kinerjanya yang direpresentasikan
kedalam  toluk vkur kinerja serla larget’
saszaran vang diharapkan, dengan
meEmbanirn s S1kEm penEanEran yung

Oiezain Pengelolaan Kouangan Dasrah
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dapat memaduken perencanaan  kincrja
dengan  angearim tahunan  akan o terlihat
adanya keterkaitan antara dana yang tersedia
denean hasil yane dibarapian,

Lintuk mendukung kebijakan ini perlu
dibangun suatn sistém yang dapal
menyediakan data dan informasi untuk
menyusun APBD dengan pendckatan
kinerja. APBD berbasis kinerja yang disusun
olch pemida harus didasarkan pada SPM yang
ficlah ditetapkan olch pemenmtah, Untub dapat
membual APBD berbasis kinerja pomda
harus memiliki perencanaan stratejik
{Renstra). Renstra disusun secars obyeklil
dan melibatkan sehuruh komponen yang
ada di dalam  pemcrintaban, Dengan
adanya sislem lersebul pemda akan dapat
mengukur  kinerjs keuanpannyvi yang
terecrmin dalam APBD. Agar sistem dapat
berjalan dengan batk perlu ditctaplkan
beberapa hal vang sangal mencitukan yai,
stundar harga, twlak ukor kinerja dan SPM
yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Desain Pengelolaan
Keuangan Daerah disajikan pada Gambar 1.

CGambar | Desain Pengelolaan Keuongun Daerah
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Pengukumun kinena dignnakan untuk
menilai keberhaszilan atau kegapalan
peluksanaan kegistan/program/bebijakan
sesual dengan sesaran dan tigas vang telah
ditelapkan dalam rangka mewujudian vigi
dan misi pemerintah daerah. [Intok
malakukan sualu pengukuran kineja perlu
ditetapkan indikator-indikalor lerlebih
dabulu untare lain indikator masukan {in-
o} berupa dana, sumber daya manusiadan
metnde kerja.  Apar  input  dapat
diinfortmasikan dengan abrat dalam sustu
anggamun, maka perlu difakukan penilaian
terhadap kewajaromnya,

Dalam menilai kewajaran input
dengan keluaran (o) yang  dihasilkan,
peran Anslisa Standar Riaya sangal
diperlukan. ASE adalah penilaian kewajaran
atas hehan kerja dan Maya vang dipunakan
untuk melaksanakan swatu kegialan.
Penilaian kewsajaran beban kerja dengan
mempertimbanglan kaitan lopis antara pro-
gramvkegiatan  vanp diusulkan dengan
KUA dan PPAS, kesesuaian antara pro-
gram/kematan yang diusulican dengan tugas
pokok dan fungsi SKPI yang bermanglotan
dan  kapasitas satuan kcrja untuk
melaksanakan programvkegiatan pada

tngkat pencapaian wang diinginkan dan
dalam jangks wakiu safu lahun angparn.
Sedongkan penilaian kevajaran biaye hams
mempertimbanghkan kaitan antara biaya vang
dianpgparkain dengan largel pencapaian
Kinerja (slandar biayu), kaitan sntars standar
biaya dengan harga yang berlaku dan kaitan
antara hiava vang diangearkan secla lanzel
pencapaizn kinerja dengan sumber dama.
Anpka elisiensi penpgunaan sumber
dana uniuk mendanai program dan kegiatan
supaya terlebih dabulu ditctapkan standar
satuan harga dengan kepuiusan kepala
daerah. Menetapan standar satuwan harga
tersebul didasarkan pada satuan harga pasar
yamy berluku. Gambaran mengenai anggaran

kinerja disajikan pada CGianthar 2.
Kensep Sisicm Anpparan Herbasis
Einerja

Penyusunan anggaran dengan

menggunakan  sistem anggaran berbasis
kinerja yang ditcloankan adalah bBerbagai sep
yang akan dicapai (owl pmi), seperh
pembungunin sosial ckonomi dan aspek fisik
yumyg terukur dengan jelas. Ditekankan pula
sepisepi fungsional dari masing-masing

lembaga/departemen. pengelompolkan sctiap

capaian kinerja

imdikator himerja
analists shandar ey o
preatasl knerfa : 1 -
dilakukan =22 o :
i a 1) F
berdasarkan 1 x|
standar satman harga i Keparsa |
| nkepala !
slandar pelayaoan E '
mimbmal M p s ak

{iambar 2. Penyusunun Anggaran Kinerja
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kegiatan proyek vang berorientasi pada
pengendalian anggaran serta menckonkan
pada . pengendalkian anpgaran  dan
menchankan pula pady efisiensi pelaksanaan
programdkegiatan. Keunggulan sistem
anggaran kinerja dibandingkan gistem
angraran lainmya, balvaa sistem anggaran ing
merubah paradiema dar peniladan kinegja
lzmbaga berdasarkan besarmya dana yang
terserap dart suaty program atan kepiatan

Dengan dilaksanakannya Otonomi
Datrah berdusarkan UTT Mo, 32 Tahun 2004
dan 111) Mo. 33 Tahun 2004 — maka
dilaksanakan pula peruhahan dalam
pengelolaan keuangan Daerah. Perubahan
tersebul antars lain melalul brdpeting reform
{reformas1 snggaran). Salab satu aspek
utama budgering reform, schagaimana
diamanatkcan UL Mo, 17 Tahun 2003, adalah
perubahan dari traditionel budger ke per-
Jormance Eudget.

Dalam Undang-Undang Mo, 17 Tahun
2003, tentang @ Keoangan  MNepars,
menjelaskan sistem anggaran berbasis
kinerja sebagai berkui :

. APBN disusun seswal denpan kebululian
penyelenpgaran pemennlabin pegas
dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan negara.

b, Penyusunan Rancangan APBN
sebagaimana dimaksud dalam ayat (i)
disusun berdusarkan prestasi kerja vang
akan dicapai

¢. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit,
ditetapkan sumber sumber pembia-

d. vaan ik meminp defisit rersebut dalam
undung-undang tentane APREN

¢. Datam hal angparan diperdmbkan surphus,
pemerintah pusat dapat mengajukan
rencana penggunaan surplos anggaran
kepada Dewan perwakilan Eakyal

Dalam ranghka penyusunan Rancangan
APBHM, mentcri! pimpinan lembaga sclaku
pEnEpEUne anpparan’ pengeuna batang
menyusun rencana kerja dan angearan

IR7

kementerian negara/lembaga unluk thun
herikutayva, Rencana kerja dan angparan
sehagraimana dimaksud dalam ayat (i) disusun
berdasarkan prestasiu kerjo yaog akan
dicapai. Rencana kerja dan anggaran
dimaksud dalam ayac (i} disertai dengan
prakiraan hclanja untuk tahun berikcutiya
sciclah tahun angzaran vang sedang disusui

Terdapat dua citi viame dalom
pendekaian froditional budger, vartu: (a)
care penyusunan anggasan didasarkan atas
pendekatan incrementalism dan {b) strukiur
dan susunan anggaran vang besifat lne-item.
{e) cenderung septealistizs; (4} bersifat
spesifibeasi; (o) tuhunan: dan (0 menggunakan
prinaip anggaran bruto. Straklur anggaran
tradisional dengan ciri-cir tersebut tidak
mamp mengungkaplan hesamya dana yang
dikeluarkan untuk sedap kegiatan, dan baklkan
enggaran tradisional lersebul gagal dalam
memberikan informas! tentang besamya
rencana kepiatan. Olch karcna tidak
tersedianys berbagal informasi tersebut,
maka sam-zafunya tolak ukur yang dapat
digunakan untuk tiuan pengawasan hanyalah
tingkat kepatuliall penggunasn amg-
garan{FEIP LTNS),

Anpgaran iradisional vang bersifat
mcremerntalizsm, vailu hanya mensmbah atou
mengurangi jumlah rupiah pada item-itcm
angearan yang sudah ada sehelumnya denpan
myenppunakan da tahun sebelumnya sebagrn
dasar untuk menyesuaikan besaroys
penambahan atau pengurangan tanpa
dilakukan kajian yang mendalam tidak saja
Belwm menjamin ierpenuhings kebutuban mil
masyurakal, namun juga dapal meng-
akibathcan keselahan yang terus herlanjt,

Scdangkan performance budgel
adalah teknik pengangparan vang mengikubi
pendekatun New Public Manogemenr. New
Public Mamagement herfokus  pada
manajemen sekior publik yang beronentasi
pada kinerjo, buksm hermrientasi kebijakan,
Penggunaan paradigma New Public Muan-
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agament terschul menimbulkan beberapa
konzckuensi bagl Pemerintah di antaraiva
adalah tuntutan unmk melakukan efisiensi,
pemangkasan biaya (cest cufting), dan
kompetisi tetder. New Pubiic Managenment
memberikan perubahan manajemen seklor
publik yang cvkup drastis duri sistem
mianajemen tradisional yang terkesan kako,
birckratis, dan hierarkis menjadi model
manajemen sekior publik vang fleksibel dan
lebih menpgakomadasi pasar. Perubahan
terschint bakan sekedar perubahan kecil dan
sederhana. Perubshan terschut telah
menguhah peran Pemerintah tertama dalam
hal hubungan antara Pemerintah dengan
masyarakat (Mordiasmo, 2002:78)
Pperhandingan antars Angparan tradisionzl
dan NPM disujikan pada Tabel 1.

Pada mivya, pendekatan bara dalam
sigtem angearan publik ersebul cendenmg
mociniliki karakiensik umum sebapat berkut
o I kimprehensif! komparatifs 2) ierintcgrasi
dan lintas departemen 3) proses pengambilan
keputusan yapg rasional dan berjanpka
parjang; 4) spesifiknsi tujpuan dan
peranikingan prioritas; 5) analises total cost
dan henefit (termasuk appertmin cost); &)

berorientasi impwd, ourond, dan ontcome,
bukun sekedar fper. ;T adanya pengawasan
kincrja. Anggaran kinerja adalaly sebuah
sistem anggaran vang menpulamakan upaya
pencapaian hasil kena ataw oufpur dars
alokasi biava atau imper yang ditetaphan,
Anggaran berbasis kinerja juga dapat
dimwengeris sebagai hasil proganggraran vang
mengaitkan setiap pendanaan  yamg
dituanzkan dalam kegiatan-kegiatan dengan
keluaran dan hasil vang dibarapkan termasuk
cfisisicnsi dalam pencapaian basil dari
keluaran ersebut. Kelueran dan hasil tersshat
dituangkan dalam target kanerja pada schap
umit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan i
dicapai, dituangkan dalam program diikuti
dengan pembiavasn pada setiap lsgkatl
pencapaian mjoan {Deputi IV BPEP, 2005).
Ada beberapa manfaal dan karak-
teristik yunE mencirikan anggaran vang
berhasis kinerja. Manfaat yang diperolch
dengan menggunakan Anggaran Berbasis
Kinerja, di antacanyva adaloh :
4. Teridentifikasmya output dan ottcome
yang dihasilkan dari sctiap program
(aktivitas) dan pelayanan yang dilalukan

Tabel 1.
Perbandingan A!:mr_:!g_'l_}_a_di_sianl! d.enE ﬂmn NPM T
AMNGUARAN TRADISHINAL NEW IMIBLIC MANALEMERNT
1. Semtralismis I Deamiralisasi & develved munmgement
2. Bororenlast pada inpat %, Derorientasi pada mput, output, dan catcome
(vl fiar mwrey)
3. Tidak terkait dengan perencannan 3. Uluh dan kempeshensl demgan perencanaan
Jangika ponjng jangka panjang
4. Lins-ienr dan Incrementalism . 4 Herhsarkan cigarn kmerp
5 Hatasan clépartemen yang kaky frrgm’_r 5. Lindes departemen
v pesrimanly | oross dparimenr) ;
&  Menggumakan  alwan HdesikcFore | & Zero-lase Qudpering, Mlaming Programsing
accounting Buddpeting Sysiem |
Prinsip nngammn brita Sigiernatik dan ragional |
Hersifar tahunan Hesfevani-ags huapeting
[ Spediik

{Mardizsmo, 2EI2:83)
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k. Diketahuwinva dengan jelas zgel tingloat
pencapaian o dan cuioene

¢. Terkaitnya hiava atan inpui yang
dikorbankan denpan hasil vang diinginkan
dan proses porcncanann strategis ying
sebehummya dilakakean

d. Dapatdiketalminga unitan prioritas umok
sefiap jenis pengeluacan yang dilaimkan
oleh unit kerja {dinas atau subdizas atau
unit kerja vang lebih rendak)

¢, Sctiapunit atan satan kerja dapet diminta
perlangaungjawaban atas hasil yang
dicapuinya.

Karakteristik Anpperan Berbosis
Kinceja : 1. Bemorientast pada aktnatas, bukan
pada unit kerja, sehingga menanut koordinasi
ying baik antammit atan saman kerja yang
ada 2. Lebih memberikan fokus perhatian
pada hasil (extcame) dan bukan pada
pengoluaran  atuu  erpendiiure 3
Memberikan fokus perhatian lehih pada kena
ataw skiivitas feork) don bukan pada pekerja
atau (workery serta item bareng atau jass
vang dibeli 4, Menilik alat wiur {indikator)
kinerja sehingpa memudahkan dalam proscs
evaluasinva 5. Lebih sesuai diterapkan unink
memenuhi miulan efisienst, efeklivitas dan
akuntabilitas (Marvanti, 2004).

Meskipun sama-suma menggunakin
paradigma New Public Management ada
beberapa perbedaan antara metode anggaran
kinerja {performance budgeling), Zero
Based Budgeting (ZBD), dan Marming, Pro-
gramming, and Sudgering Svstem (FPBS)

Drapat dizimpulkan hahwa anggaran
kinega (performenee budper) adalal hasil
penpangraran dengan pendekatan mew pub-
lic maragenren:. Anggaran kinerja sanpesl
menckankan pada komsep valie fir momay
dan pengawasan atas kinerja owfpul din
outcome, Pendekalan ini juga mengula-
makan mekanisme penentsan dan pembustan
prioritas tujuvan serea pendekatan vang
sislemalik dan rasional dalam proses
penpambilan kepuiusamn,

189

ludikator Penilaian Telaksanaan
Anganran Kinerja

Terdapat heherapa tolak ukur dalam
menilai pelaksanuan sistem anggaran kineta
ini ¥ang memhedakan dengan sistenm
anggaran lainnya, vartw @ {2)  Standa
Pelayanan Minimal (SPM), (h) Indikatur
Kinerja, (¢) Analisis Standar Biava, dan (d)
Standar Biaya

Peolaksanasn urusan wajib oleh
Pemerintah Dacrah harms memenuhi
kebutuhan dusar magyasakatrogs, untolk itlah
Pemerintah pusat sebupai [asilitator
penyelenggaraan atonomi Dasrah mene-
tapkan sean standar pelayaman (Undang-
Undang 32 talmn 2004 pasal 113 yang hamos
dilaksanakan oleh seiiap Pemerintah Daerah,
yaitu SPM (Standar Peloyanun Minimal), agir
pelayanan yang diberikan kepude massyarabal
rergamin jumlah.dan kualitas roimimaliya serta
tepat quna. Dengan sdanya SPR akan tegadi
pemcrataan pelayanan publik dan tethindar
dani kesenjangan pelayanan antar Dacrah.

[Dulam hal vang berkaitan denpan
kinerya angaran, Pemenntoh Daerah hans
menyusun APBD berdasarkan SPM yang
welah ditetapikan olch Pemerintah pusat.
Kinerja vang dimaksed dalam SPM ini adalah
farpet-larred vang merupakan folak ulour vang
ditetapkan sebapai indikator keberhasilan
sugt kegiatan. Indikator keherhasilan dan
target-target (indicame oufput, oufoome,
benefit, impact) vang ada dalam SPAI akan
digumaksn untuk menelaphon arget-tanget
kegiatan dan menpghitung ASE (Analisis
Standar Biaya) serta menghitung rencana
anggaran kegiatan. Program dan rencana
kggriatin, lermasuk bolak ukur kinerjanya yang
merupakan pelaksanaan dari urusan wajib,
selanjumya ditvangkan dalam rescana Kinegja
aistianst lerkasil. Dengan kala lan, program,
kegrintan, indikator keberhasilan, @rgettolak
nkur Kinerja, ASE dan rencana soggaran
kegilin yung lerluung dolum Benstra/Renja
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dulum ranghka melaksanakan wrusan wajib,

ditetapkan berdasarkan 8PM (Depuli 1Y

BPEP, 2005},

Indikatar kinerja adalab ukuran
kuantitatif dan kvalitefif yang meng-
gambarkan lingkat pencapaian suata kogiztan
vang lelah ditctapkan, Indikator kinerja
kegiatan dikategorikan sebagai berikut:

a. fapur;  yaitn  tolak wkur kinerja
berdasarkan ingkat atan besaran seiber
daya yamg digunakan uahuk melak sanakan
program atau ke gialan.

B Chepnd; yaity adalah tolak ukur kinedja
erdasarkcan produk (barangjasa) yang
dihasilkan dari program sesusi dengan
masukan vang digunuakan,

r.o (hfvomes; yailu tolak ukur kinerjs
berdasarkun tingkat keberhasilan vang
dapat dicapai herdasarkan keluaran pro-
gram yang telab dilaksanakan.

d. Benafit; vaitu dolak wkur kimerja
berdazarkan tingkat kemanfaatan atau
dari hasil yang dapas dirasakan sehagai
nilai tarabaly bagd mssyarakal.

&, Impacts; vaitu tolak ukur kinerja
berdasarkan dampaknya terhadagp kondisi
makro dari manfast yang ingin dicapai.,

JURNAL ADMINISTRASH INDONESA Val. [, Mo 1. Juni 006

Penerapan Indikator kioerja itu
hendaknya berprinsip pada: relevansi,
romunikatif, kemsisten, dapat dibandingkan,
andal Yuwono dkls, 2005:163). Sedangkan
dalam Pedoman Penyusunen Angoaran
Berbaxin Kinerja (BPKP, 2005} sclain
dizschutkan pringip indikator kinerja juga
dizebutkan beberapa prinsip largel kinecja
yaity spesilik, dapat divkur, duput dicapai (ai-
faimable), realistis, kerangka wakio
péncapaignnya  (fime  frame)  jelas,
mengpambarkan hasil ata kondisd perubaban
vang dunginksn, Disebutken pula macam-
macar indikator kinerja yang meliputi: input,
oatpat, outconse, ciisiensi, dan kualitas. Tabel
herikut ini adalal ilestrazings

ASB merupakan standar atauw
pedoman yang bermenfaat untuk menilui
kewajuran stus beban kea dun biwva setiap
program - atau  kegiatan  yang akan
dilaksanakan oleh unit kerja dalam san tahun
asgearan, Sealin i digunakon jupes untuk
menilal dan menentukan rencana program,
kematan, dun angguran belanja vang paling
mementhi tiga pringip value for mongee
eknnomis, efisken, efektf Dalam permbahasy
ASE ada beberapa hal vang perlu
dhperhatikan: pertimbangan dalam membaal

Tabel 2.
lostrasi Penggunaan Indikator Kinerja
_; Fanicgsl Ukuoron lapot | Ukwrsn Uicoran Efsiensl | Ukuran Ukuram
Pemerin suipuibeban kerja Kualitaz Cirome
tmh
Santmasi || Jumlah jun- |1 Bamiabbon sernpek Skl tan T | Persitas b |
fonegn busje | dsag dlmijrolkan | sungal yang masgareket yang bersd
nada dings 2 Panjessg jolani K815 | dikospulkan vang meniles Imisalnya
keb=rsikan yaup diversdhkan umivk dap pm jodoum it kursnp | divkur melalu
. Angwaran B Pedanpsm vesig ki prznees: hierail, salih pratutEEn
inax b jasn [l Iy i) barsik, ok fisik secora
kel silii ! Bupiah vorg samgrat bereh | pemiadik;
A Jumley dihabizkan umink | mrvgy ol
keadarzan erembarsihkan srnymkar
smsjark by KM
iinpar 5 caip '
I

Sumber: Deputi 1Y BFEE, 2005
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A5 langkah-langkah unluk peoghitungan
hiaya mugrr, dan formulasi ASE {Deputi I'Y
BPER, 20H13).

Dalam membuat ASH terdapal
beberapa pertimbangan yang dapat
diperaunakan:

(1)Pemuliban biaya (Cast recovery).
pemuliban Biava berhubungan dengan
penctepan biays (/o) Kepada pengiruna
untuk menutep sebagian atan sclumh
hiaya vang timbul dalam menghasilkan
sualy produk atag jasa.

{2y Keputusan-keputusan pada tingkat
penyedizan jasa; keputusan ini adalah
keputusan-kepuiusan yang dibual oleh
manajer pada tingkat penvediaon jasa
vang sesuai untnk diberikan kepada
penizgun.

(3) Keputusim-kepulusan berdasarkan bee-
afitieost; keputusan manfaat-biaya (ben-
efftveosi) termasuk mengkaj aliernalif
suntu tindakan seperi apakah ditoncurkan
atan tidak suatu program.

{4) Keputusan investasi; kepubusan im adalah
kepulusan vang menvangkut perolzhan
uset, vimg merupakan salah satu hemhk
dari kepulusan berefitioosi.

Adz enam langkah unlok penglitungan
Tiaya-hiaya mufpuliowcome, yailu &

(1) Mdenetaploan tupaan akuntans baaya. Sustu
limgkah penting dalam setiap pelakeanaan
akuntansi biaya adalah memahami
mengapu pelaksansan akuotansi biaya ini
dilakukan, keputusan apa dan dimana
akuntansi biaya diperlukan.

{21 Menetapkan s untuk dihitung
biavanyva. Mendelinisikan onfp
merupakan lungkoh peating untuk
mencntukan pencapanan fargmed-lurgrel dari
aktivitas yang dibiayakan.

{3} Menetspkan dasar liava. Merumuzkan
biaya yang relevin dalum perfniungan
biaya outpur wntik suatn aktivites.

(4} Menstapkan proses alokasi, Terdapat tiga
jenis alokas: binya yvenyg akan diperlukan

P30 |

uniuk suats penghitumgmn lolal biayva vait
s alokasi belanja eperasional ke program,
alokasi belanja operagional dilsmbah
dengan maya pendukung program, ke
kegriglan vang rinci, dan merealisic kedua
jenis belanja tersebut di atas menjadi binye
kesclumihan ouipul/mncome

(%) Menyeleksi dasar-dasar alokasi.
Definisikan dasar-dasar yang mewakili
hubunzan antara bioys yang sedang
dialokasikan dengan progran, kemudian
kepada akovitas yang menghasilkan out-
pul yang ditetapkan tersebul.

() Melakukon peaghitungan lkhtizatkan
langkah-langkah di atas ke dalam
penghitungan dengan  pendckatan
akuntansi biaya cdan dasar alokasi yang
telah ditetapkan. Perhitunpgan biaya
memperlikatkan lingkat materialitas binyo
sehinggy yang lidak material bisa
diabaikan, Tugas menghitang dan
menyediakan pedoman fongsional i
terletak pada bugian alentansi.

Untuk melakukan perhitungan ASH,
unil kerja terkait perlu terlehih dabulu
menidentifikasi belanja vang terdiri dan :
Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsunpg. Kamkteristik bilanja lasgsung
adalah bahwa mpur (ulokasi belanja) yaong
ditetaplkan dapat divkour dan diperhardingin
dengun euipud vang dihagilkan. Sedzngian
belanja tidak langsung, pada dasarnva
merupakan belanja yang digunakan secar
bersama-sama (common cost) uniek
melaksanakan seharnh program stau kegiatan
unit kerja. Oleh karena ituw dalam
penghitunpan ASD, anpgeamn belanjs Gdak
langsung dalam sat tabun angearan hans
dialokasikan ke setiap program atau kegiatan
vunp zkan dilaksanakan dalam tabun
anggaran vanpg bersangkutan. Penpalokasion
bekanja tidak langsong dapat dilalokan dengan
s cars yan
(1} Alokas: rata-rate sederhuna adalab

metode alokasi angparan helanja tidak
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langzung ke sefiap kepialan non investasi
dengin cian membagi jumlal anggann
yiung alokusikan dengan jumlah kegiuian
T Imvestasi,

{2} Alokasi bobot belanja langsung adalah
metode alokasi anggaran belanja tidak
langsung ke seliap kewinlan non investagi
herdasarkan besamya bobot (nilai relatif)
helanja langsung dan kegiatan non
investosi yung beraanglostan

Program atau kepiatan  vang
memperaleh alokasi belanja tidak langsang
adalah program atau kegiatan non investasi,

Program atau kegiatan invesiasi vang

menambah asct Daerah tiduk menerima

alokasi anggaran lahunan belanja tidak
langsung, karena output program atau
kegiatan invesiasi adalah berupa aset Daerah
vung dimanfaatkan lebih dari satu lahuno
anpggaran. ASE menpakan hasil penjumbahun
helanja langsung setiap program ata kegatan
dengun belanja tidak langsung yang
dialokasikan pada program alau kegiolan
vang bersangkolan,

Stundar Biays merupakan kompaonen

Baeivua metode penglsitongan (1) :

1. F=inde Aldoknsi Feia-Ham Sederhane -
Suenlsh Hejonjs 1idek Langming
Jumizh Program ! Kegalan

2. Meinde Alokasi Bobot Delanja Langeung, -

akan memnbuniu penyasunan angraran belana
suilu progrum atin kegiatan bagi Dacrah
yang hersangkutan, Pengembangan Stamdar
Biava harus dilakukan terus menerus sesuai
denpan perubahan harga yang heelaku di
masing-masing Daciall,

Selanjutiva dalam Permemndagm Mo,
59 Tahun 2007 bahwa Ketentuan Fasal 243,
Pasal 249, Paszal 256. Pasal 261, Pasal 268,
Pusal 274, Pasal 280, dan Pazal 285 dilapus.
Dan Ketenman Pasal 324 diubab, sehingga
Pasal 324 berlunyi sebagai berikui:
(1)Eepaly daerah dapat menetapkan

SK P atau unit kerja pada SKPD vang

togas pokok dan fungsinya bersilal

operasional dalam menyelengrarakan

Pelay A UHm.

(2)Pelayanan umum sebagsimans dimaksud
pada ayat (1), berhubungan dengan:

a. penyedisen barang  danfatan jasa
layanan urmwm untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelavanan
migsyarakat

Jumlzh Angpzem Bxlani Langsung Kegatkm Non nvestasi bersanghuian = ¥ %
Jumlah Angparn Gelani Langsung Seluruh Kegiastan Mon Irvestasi
Y % x Jumish angperan Belainja Tedak Langsunp =  Alokasi Belasjs Tidak Lanpsusg ke setiap Kegiztan Mo Invesiasi

Rumus metode peaghitangas (15 :

Belnnjz Largmung setiap progrmmikegiatan +
Achokasi Bulungs Tidak Langsone ke sctsg programdkeg st
Ooarpur dari program ¢ kepiatan besanplostan
— Belanjn Rata-Rotn per Onitpat

lainnya yang hams dikembangkan untuk
dasar penpukuran kinerja kevangan dalam
sistem anpparan kinera, selain SAD dan (olak
ukur kincrja. Standar Biaya adaluh hargs
satuan unil biaya yang berlaku bagi masing-
masing Daerah. Penetapan Standar Biaya

b. pengelolaan  wilayah/kawasan
tertentu uniuek wjuan meningkatkan
perek-pomian masyarakal atau
layanan umum; den/atan

¢, pengelofaan  dana  klwsus  dalam
rangka meningkolkan ckonomi dan'



Trilaksono, Pencrapan Standaed Palayanan Minimal [(SPM) ..

atzu pelavanan kepada masyacakat,
(%) Penyedisan bavang dan/aimn jasa loysoan
umue schapaimana dimaksud pada ayal
{2} husuf &, diprioritaskan antara lain
pelayanen keschatan, pelayanana
kebersihan,  pengelolaan  limbah,
peapelolaan pasar, pengelolaan terminal,
pengelolaan obyek wisata ducrali, dana
perumali, rumah susun sew.

Penutnp

Untuk memahami sistem pelayanan
minimal (SEM) vang dilakukan pemerintah
sehagai salah salu indikator dalam
mielaksanakan wrusan wajib pads pemerintah
dacrah, keberhasilannya sangan dileniikan
oleh  penerpapan  sistem  anggaran
kinesja Dalam hal ini pelaksuian ursan
wajib oleh Pemerintah Daerah harus
memenuhi ketotuhan dasar masyarakatnya,
uniuk itulah Pemerintah pusat sebagai
fasilitator penyelenggarazn olonomi Dacrah
menctapkan suatu standar pelayanan
{Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11)
yung harus dilaksanakan olch setiap
Pemerintah Daeral, yaitu SPM (Standar
Pelayanan Minimal), agar pelayanan yang
diberikan kepada musyaraloat terjamin jumlah
dan kuslitas minimalnya serta lepat guna.
Dengan adanya SPM  akan terjadi
pemerataan pelayanan publik dan terhindar
dari kesenjangan pelayanan antar Dacrah.

Penerapan Indikator kinerja itu
hendaknyn berprinsip pada: relevansi,
koaminikatif, konsisten, dapal dibandimgkan,
andal (Yuwnono ditk, 2003:163). Scdangkan
dalam Pedoman Penyusunan Anggarar
Berhasis Kinerja (BPEP, 2005] selain
dischutkan prinsip indikator kinerja juga
disebutkan heberapa prinsip target kinerja
vartu spesifik, dapat diukur, dapal dicapai (-
faimable), realistis, kerangka waktu
pencapaiannyn (flme frame) jelas,
menggmunbarkan hasil alau kondisi perubahan
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yang ditnginkan. Disbutkan pula mecum-
e incikator kinesja vang mitpul: input,
output, outcome, clistensi, dan koalitas.
Sedangkan ASE merupakan standar alau
pedoman yang berman Gat untuk menilal
kewajaran atas beban kera dan biaya setiap
program atau kegiatun yang akan
dilaksanakan oleh umit kerja dalam sam tabun
angparan. Sealin itn digunakan juga untuk
menilai dan menentukan fercana program,
keepriatan, dan anpgaran belanja yang paling
memenuhi tiga prinsip value for momey:
ekonomis, efisicn, efekil
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